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ABSTRAK 
FLORENSIA RIA PARIAMBO (B111 10 493), dengan judul “TINJAUAN 
SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PELAKU 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan No: 212/ Pid.B/ 
2012/ PN.SUNGG)”. Dibawah bimbingan Hasbir Paserangi selaku 
Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sosiologi 
hukum terhadap tindak pidana penggelapan serta upaya yang 
dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana 
penggelapan dalam studi kasus yang diajukan oleh penulis. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan 
(Library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data primer diperoleh 
dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan judul 
penelitian, yakni salah satu Majelis Hakim yang memutuskan kasus 
Putusan perkara yang dijadikan sebagai objek penelitian (studi kasus). 
Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah buku-buku dan karya 
tulis lainnya sesuai dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan erat 
dengan materi skripsi ini. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif 
yang diuraikan secara deskriptif. 
 
Hasil dari Penelitian yang diperoleh penulis antara lain :  1) Faktor-
faktor nonhukum yang menyebabkan terdakwa selaku karyawan Cleaning 
Service melakukan tindak pidana penggelapan di PT. H. Kalla Sub. 
Cabang Gowa berdasarkan Putusan No: 212/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG, 
antara lain: factor eksternal yakni factor ekonomi dan faktor pergaulan/ 
lingkungan terdakwa yang mempengaruhi tingkah lakunya sehingga 
dengan sadar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan 
menggunakan uang Perusahaan tempatia bekerja untuk kepentingan 
pribadinya tanpa hak untuk berfoya-foya dan melakukan judi; dan Faktor 
internal : yaitu moralitas dan pendidikan terdakwa yang tidak dibina 
dengan baik sejak kecil untuk benar-benar mengenal nilai-nilai dan norma-
norma di dalam masyarakat. 2) Penerapan hukum oleh Hakim terhadap 
kasus ini sesuai karena sanksi yang dijatuhkan dalam putusanNo: 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan 
secara berlanjut sudah sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan hukuman terdakwa, sebagaimana dakwaan 
alternative sebelumnya yang diajukan oleh Penuntut Umum telah 
dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim guna tercapainya 
keadilan antara pelaku dan korban mengenai ganti rugi yang tidak 
tercapai oleh karena pelaku tidak sanggup mengembalikan uang 
Perusahaan PT. H. Kalla secara kekeluargaan (melalui upaya restorative 
justice) sampai pada tuntutan pidana. 
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ABSTRACT 
FLORENSIA RIA PARIAMBO (B111 10 493), with the title “ TINJAUAN 
SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PELAKU 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Case study Verdict No. : 212/ 
Pid.B/2012/ PN. Sungg)”. The guidance by Dr. Hasbir Paserangi, SH, MH 
as Preceptor I and Dr. Wiwie Heryani, SH. MH. as Preceptor II. 
The aim of this research is to view the opinion of the sociology of 
law towards the art of embezzlement dan the considerations of the 
magistrate as a significant to the crime. 
This research was done by wing the library research and field 
research method under the Sungguminasa Court. Primary data was 
achieved through interviewing the individual that is related to this research 
by which one of the magistrate that deside the result related to the case 
study. Subsequently, the secondary data was achieved through analyzing 
books journal and documents that fifted with this script. 
The result gathered by another author based on their research are : 
(1) nonlaw factors that leads the defendant to be charged on 
embezzlement. Based on the case at PT. H. Kalla Sub. Cabang Gowa 
with the result no: 212/ Pid.B/2012/PN Sungg: the factors are: external 
factor which including economy, social and environmental influenced the 
defendant‟s behavior. The defendant aware on doing the embezzlement 
by wring the finances of the company of his work for his personal interest 
such as gambling and dissipation. The other internal factor unto the 
consideration of the defendant is his moralities and education factor. It is 
believed that these factors were not properly build into the defendant since 
childhood to really know what is the value and norm in society. (2) The 
Practice of law by the magistrate towards this case is appropriate because 
the punishment that held in the result no. 212/ pid. B/ 2012/ PN. Sungg, in 
pasal 371 KUHP about the embezzlement that occurred in the company is 
fit with the ideas regarding the defendant‟s behavior which lesson and 
incriminate his punishment. As the charge alternative spoke by the public 
prosecutor was well considered by the magistrate until justice between the 
defendant and victim. The compensation is unable to be accommodate as 
the executants is uncaple of returning the PT. Hadji Kalla company‟s 
finances. Thus, the compensation was made through the restorative 
justice following the criminal charge.  
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh 
karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia-Nya 
yang besar, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
dengan judul ““TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP 
PENJATUHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
(Studi Kasus Putusan No:212/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”. Untuk setiap hal 
yang terjadi dan telah dilewati dalam kehidupan dan khususnya dalam 
masa perkuliahan, “segala sesuatu ada masanya dan indah pada 
waktunya”, untuk segala yang kadang tidak dimengerti namun dengan 
iman dilalui bahwa jalanNya tak dapat diselami, sebab Dialah Jehovah 
Nissi, yang besar dan berkuasa. 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Yunus 
A. Pariambo, SH dan Alfrida Iskandar, S.St). Terimakasih karena telah 
mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup 
penulis dengan dibarengi alunan doa agar penulis sukses dalam 
menggapai masa depan yang penuh harapan, secara khusus bagi 
ayahanda yang mengarahkan penulis sampai berstatus mahasiswi 
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, juga ibunda yang selalu kuat 
selama 25 tahun ini „I love you mom‟, saya bangga memiliki kalian.Juga, 
bagi kakak saya Grace Yuris yang selalu berusaha menjadi kakak yang 
terbaik, adikku Yusafat yang dengan gigih dan tangguh melewati masa 
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tersulitnya, dan my little sister Irene Juist yang selalu membawa damai 
dan keceriaan melewati hari-hari ini.. I love u all, Jesus bless. 
 Penyusunan skripsi ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai 
pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A Sebagai Rektor Universitas 
Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Sebagai Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan Bidang 
Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Sebagai Ketua Bagian Hukum 
Masyarakat dan Pembangunan. 
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H. 
M.H., Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. 
6. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.,dan 
Ismail Alrip, S.H., M.Kn, Selaku penguji. Terima kasih atas 
waktu, masukan dan arahannya. 
7. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Selaku Penasehat Akademik 
yang juga mensupport penyelesaian skripsi ini dengan segera. 
8. Para dosen atas ilmu yang telah diberikan selama masa 
perkuliahan. 
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9. Staf Akademik, yang banyak membantu penulis dalam 
pengurusan berkas. 
10. Bapak Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H., Selalu Hakim Anggota 
yang memutuskan perkara Putusan yang penulis teliti, yang telah 
memberi informasi tentang studi kasus ini dan juga memberi 
support untuk penyelesaian skripsi ini, beserta para pegawai 
yang memberikan informasi dan banyak membantu di 
Pengadilan Sungguminasa. 
11. Bapak Drs. Hamzah Laptur, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Tata 
Usaha dan Bapak Ketua Bagian Pembinaan Lembaga 
Permasyarakatan Kelas I Makassar, kak Anca „Raisa lover‟, yang 
juga telah sangat membantu penelitian di Lembaga 
Permasyarakatan kelas I Makassar, serta Kak Jessica, 
terimakasih untuk bantuannya. 
12. Dr. Erick Immanuel, MBA, M.Sc, M.H., selaku mentor rohani 
yang selalu mensupport (bahkan dalam doa dan puasa), 
mencerahkan, mengarahkan, dalam memberikan pengertian dan 
pengajaran untuk melalui proses pertumbuhan rohani dan 
“peperangan”, big thanks for you kak „Ikhlas‟. 
13. Ps. Yob Marcion S.T., selaku gembala gereja JKI Abraham, 
beserta istri dan jemaat. 
14.  My best friend in CG Marlin, Novlin, Nancy, Deby, Tresya, dan 
Celling. 
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17. Adik-adik PAku terkasih, KERUBIM ; Wiwi, Destri, Lota, Chery, 
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kalian, “sebab kalianlah mahkotaku‟. Juga anggota PMK FHUH 
yang sudah bersama-sama, Great Plan for UNHAS for HIS Glory 
18. My friend KKN Muktiseries Deby Pebryanti, mba Ola, Donna 
Gultom, Annabel. 
19. Teman-teman seperjuangan Legitimasi ‟10, Vika Fatthyah, 
Arkam, Melita, Merry, James, Unan, Dimas, Sepri, Andika, 
Fenny, dan Chica, dan teman-teman yang menyapa memberi 
senyum membangkitkan semangat, juga kak faris 09, thanks all 
good luck. 
20. Untuk keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan 
Abang Rio di Kendari, Neng Evi, Erty, my beloved sisterkeep Kak 
Citra and family, Big Gbu all 
21. And the Last, For Holy Spirit, as a Friend and Comforter, sumber 
segala ilham, sumber pengetahuan, inspirasi, kebijaksanaan, 
kekuatan, dan sukacita. Kepada Dia yang sanggup melakukan 
jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pinta bahkan pikirkan, 
all glory to You, Abba Father “Jehovah Jireh” in Jesus Christ my 
xi 
Saviour, all by You, with You, and for You..Thy Kingdom come, 
Thy will be done in earth as it‟s in heaven… Give thanks 
Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi 
pembaca. Terimakasih. 
 
Makassar,         November 2014 
 
 
FLORENSIA RIA PARIAMBO 
 
 
 
xii 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .............................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ................................. iv 
ABSTRAK ..........................................................................................  v 
ABSTRACT ........................................................................................ vi 
KATA PENGANTAR .......................................................................... v 
DAFTAR ISI .......................................................................................  viii 
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................  1 
B. Rumusan Masalah .................................................................  7 
C. Tujuan Penelitian ...................................................................  7 
D. Manfaat Penelitian .................................................................  8 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................  9 
A. Mengenai Tinjauan Sosiologi .................................................  9 
B. Karakteristik Sosiologi Hukum dan Obyek Kajian Sosiologi 
Hukum ...................................................................................  13 
a. Karakteristik Sosiologi Hukum ............................................  13 
b. Objek Kajian Sosiologi Hukum ...........................................  17 
C. Penjatuhan Sanksi/ Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan ...  20 
a. Jenis-jenis Pidana/ penjatuhan sanksi ................................  20 
b. Tujuan Pemidanaan ...........................................................  25 
D. Pengertian Tindak Pidana ......................................................  32 
E. Unsur-unsur Tindak Pidana....................................................  34 
xiii 
F. Jenis-jenis tindak Pidana ........................................................  38 
G. Tindak Pidana Penggelapan ..................................................  40 
a. Pengertian Penggelapan ....................................................  40 
b. Jenis dan Unsur Tindak Pidana ..........................................  41 
 
BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  49 
A.  Lokasi Penelitian ...................................................................  49 
B. Jenis dan Sumber Data ..........................................................  49 
C. Teknik Pengumpulan Data .....................................................  50 
D. Teknik Analisis Data ..............................................................  50 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kasus yang diteliti .....................................  51 
B. Faktor-faktor nonhukum yang mendorong terjadinya tindak 
Pidana penggelapan ..............................................................  54 
C. Faktor yang menjadi Pertimbangkan Hakim dalam 
memutuskan perkara Putusan Nomor: 212/Pid.B/2012/ 
PN.SUNGG ............................................................................  56 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ............................................................................  71 
B. Saran .....................................................................................  72 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala 
aspek pembangunan bagi kehidupan masyarakat merupakan 
perhatian bagi seluruh kalangan terpelajar untuk dapat berkontribusi 
dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Salah satu perhatiannya 
yakni aspek hukum dalam keberlakuannya dalam masyarakat. 
Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana dalam ketentuan 
Undang-Undang Dasar 1945 mengalami masalah dengan munculnya 
berbagai macam kejahatan yang dimana dalam tujuannya 
menegakkan negara tertib hukum, sebagaimana Negara Republik 
Indonesia juga bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 
Setiap saat hidup setiap individu dalam masyarakat dikuasai 
oleh hukum. Pergaulan hidup masyarakat yang teratur adalah 
penjelmaan hukum. Kaedah hukum dan kaedah sosial merupakan 
suatu hal yang saling mempengaruhi dan menunjang keteraturan 
dalam masyarakat. 
Manusia merupakan tatanan sosial psikologis. Manusia juga 
adalah zoon politikon atau makhluk  sosial. Kehidupan bersama di 
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dalam masyarakat menyebabkan adanya kontak atau hubungan satu 
sama lain yang dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau 
menimbulkan pertentangan atau konflik. Di mana ada kontak atau 
interaksi antar manusia maka disitu diperlukan perlindungan 
kepentingan yang dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau 
peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus 
bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain 
dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku 
atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau 
kaedah sosial yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari 
generasi ke generasi. 
Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 
(2003:6), Tata kaedah dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih  
lanjut menjadi kaedah kepercayaan atau keagamaan dan kaedah 
kesusilaan. 
2. Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi 
lebih lanjut menjadi kaedah kesopanan atau adat dan kaedah 
hukum. 
Kaedah kepercayaan, kesusilaan dan kesopanan 
merupakan golongan dari kaedah sosial dan setiap pelanggaran dari 
ketiga norma tersebut akan terkena sanksi yang tidak lain merupakan 
reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. 
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   Menurut Soerjono Soekanto (2000:26), perlindungan 
kepentingan manusia dalam kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan, 
dan kaedah sopan santun dirasakan belum cukup memuaskan, 
sebab: 
1. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia lainnya yang 
memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan 
dari ketiga kaedah sosial tersebut 
2. Kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat 
perlindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut belum benar-benar 
cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran kaedah-
kaedah sosial tersebut reaksi atau sanksinya dirasakan belum 
cukup memuaskan : 
a. Kaedah kepercayaan atau keagamaan tidaklah semua isinya 
memberi sanksi yang dapat dirasakan secara langsung atau 
nyata di hadapan masyarakat di dunia ini. 
b. Kaedah kesusilaan kalau dilanggar kadangkala hanyalah 
menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah atau 
penyesalan saja pada si pelaku. 
c. Kaedah kesopanan jika dilanggar atau diabaikan hanyalah 
menimbulkan celaan, umpatan atau cemohan saja. 
Kedua alasan tersebut di atas menyimpulkan bahwa kaedah 
sosial tersebut kurang cukup memberikan jaminan perlindungan 
terhadap kepentingan manusia karena ditinjau kembali jika si 
4 
pelanggar masih berkeliaran masih akan ada kemungkinan untuk 
mengulangi perbuatannya dan membuat masyarakat tidak merasa 
aman. 
Ini tidak berarti bahwa ketiga kaedah sosial tersebut tidak 
bermanfaat : ketiga kaedah tersebut mempunyai peranan dan 
kegunaannya dalam masyarakat. 
Fungsi-fungsi sosial manusia lahir dari kebutuhan akan fungsi 
tersebut oleh orang lain, dengan demikian produktivitas fungsional 
dikendalikan oleh berbagai macam  kebutuhan manusia. Sehingga 
perlu adanya perilaku selaras yang dapat diadaptasi oleh masing-
masing individu. 
Penyelarasan kebutuhan dan penyesuaian kebutuhan individu, 
kelompok dan kebutuhan sosial satu dan lainnya, menjadi konsentrasi 
utama pemikiran manusia dalam masyarakatnya yang beradab. 
Perilaku selaras yang menimbulkan ketertiban mengaitkan 
kaidah sosial dan kaidah hukum yang saling mempengaruhi dalam 
mengatasi berbagai perilaku manusia yang sering mengalami konflik 
bahkan kerugian antar pihak  seperti dijelaskan di atas. 
Mempelajari tentang kaedah hukum menurut Sudikno 
Mertokusumo (1999:130), salah satu klasifikasi hukum adalah sebagai 
berikut : 
5 
1. Hukum publik (yakni hukum tata negara, hukum adminstrasi, dan 
hukum pidana) adalah hukum mengatur kepentingan umum dan 
mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. 
Pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. 
2. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak 
dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam 
hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. 
Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. 
Salah satu persoalan yang muncul dipermukaan yang jarang 
dimengerti baik oleh masyarakat ialah tentang tindak pidana 
penggelapan. Dimana tindak pidana penggelapan sering kali 
dikaburkan atau disamakan dengan tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana Penggelapan menurut menurut Pasal 372 
KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan 
hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan 
karena kejahatan, dihukum karena penggelapan. Sedangkan yang 
dimaksud dengan tindak pidana Pencurian pada Pasal 362 yaitu 
barangsiapa mangambil suatu barang yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki 
barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian. Dapat 
dijelaskan bahwa pada tindak pidana pencurian, barang yang ingin  
dimiliki itu tidak dibawah kepemilikan atau wewenang si pencuri 
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sehingga harus mengambilnya, sedangkan penggelapan barang yang 
ada pada si penggelap adalah sama sekali bukan atau sebagian 
miliknya namun di berikan wewenang untuk berada pada si pelaku 
tidak dengan jalan kejahatan. 
Kesulitan membedakan perilaku ini dalam masyarakat yang 
beradab membuat banyak terjadi penyimpangan dalam hubungan 
perjanjian beberapa pihak. Sebagai contoh salah satu kasus 
penggelapan yang terjadi akibat penyimpangan dalam perjanjian kerja 
adalah seorang karyawan Cleaning Service Koperasi PT. Hadji Kalla  
yang ditunjuk oleh Gunawan Suphian selaku Kepala Sub. Cabang PT. 
Hadji Kalla kab. Gowa untuk mengurusi Penerbitan STNK mobil baru, 
kemudian  oleh Muhammad Yusuf selaku bendahara sub. Cabang 
Gowa PT. Hadji Kalla diberi kewenangan menerima beberapa kali 
faktur dan uang milik perusahaan dengan perjanjian bahwa akan 
menyelesaikan faktur tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. 
Namun ternyata karyawan tersebut tidak dapat menyelesaikan 
pengurusan STNK baru tersebut karena uang yang diserahkan 
kepadanya untuk pengurusan STNK telah digunakan untuk berfoya-
foya, pelaku lalu dilaporkan ke pihak penyidik dn terdakwa diajukan di 
depan persidangan oleh Surat dakwaan dan menjalani penahanan 
sampai kepada Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa 
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan 
secara berlanjut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
menulis judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi hukum 
Terhadap Penjatuhan sanksi  pelaku Tindak Pidana Penggelapan. 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG). 
 
B. Rumusan Masalah. 
  Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 
dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Apa saja faktor  nonhukum yang mendorong terjadinya tindak 
pidana penggelapan berdasarkan putusan Nomor : 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG? 
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan 
Nomor : 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG? 
 
C. Tujuan Penelitian. 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui  faktor nonhukum  yang mendorong terjadinya 
tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan Nomor : 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan 
putusan Nomor : 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG. 
 
D. Manfaat Penelitian. 
1. Secara akademis /Teoritis. 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut Tindak Pidana Penggelapan yang 
marak terjadi di tengah masyarakat namun belum di kenali dengan 
baik dan benar oleh masyarakat pada umumnya. 
2. Secara praktis. 
Dapat memberikan masukan pada Pemerintah dan penegak hukum 
di Indonesia dalam upaya menyelesaikan permasalahan Tindak 
Pidana Penggelapan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Sosiologi Hukum 
Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil 
dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan 
dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu 
berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo (1999:73) Kekuatan 
berlakunya undang-undang perlu dibedakan dari kekuatan 
mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan 
mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara dan setiap 
orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Sedangkan kekuatan 
berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang 
secara operasional. 
Menurut  Sudikno Mertokusumo (1999:74-75) ada tiga (3) 
macam kekuatan berlakunya undang-undang, yaitu: 
a. Kekuatan berlaku yuridis (juristische Geltung) 
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila 
persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah 
terpenuhi. 
Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum mempunyai kekuatan 
berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih 
tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem 
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kaedah secara hierarki. Di dalam Grundnorm (norma dasar) 
terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari suatu 
tata hukum dan hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah 
hukum dan bukan isinya. Berlakunya hukum berhubungan dengan 
das sollen (kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi), 
sedangkan pengertian hukum berhubungan dengan das sein 
(peristiwa konkrit yang terjadi). 
b. Kekuatan berlaku sosiologis (soziologische Geltung) 
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku sosiologis adalah 
efektivitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dimana berlakunya atau diterimanya dalam 
masyarakat lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu 
terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak karena telah 
menjadi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuatan 
berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada 2 macam : 
1. Menurut teori kekuatan (Machtstheorie), hukum mempunyai 
kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya 
oleh penguasa, terlepas dan diterima ataupun tidak oleh warga 
masyarakatnya. 
2. Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum 
mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan 
diakui oleh warga masyarakat. 
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c. Kekuatan berlaku filosofis (filosofische Geltung) 
Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah 
hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) 
sebagai nilai positif yang tertinggi (uberpositivenwerte : Pancasila, 
masyarakat adil dan makmur). 
 Secara garis besar penulis akan meninjau kekuatan 
berlakunya undang-undang dalam studi kasus judul yang diajukan 
dengan melalui pendekatan sosiologi hukum secara khusus, dan 
beberapa tinjauan yuridis dan filosofis. 
Kata sosiologi berasal dari kata sofie, yaitu bercocok tanam 
atau bertaman, kemudian berkembang menjadi socius, dalam 
bahasa Latin yang berarti teman, kawan. Berkembang lagi menjadi 
kata social, artinya berteman bersama berserikat. 
Secara khusus kata sosial maksudnya adalah hal-hal 
mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan 
manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat 
berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama 
(dalam Shadily Hassan, 1993: 1-2). Jadi menurut Hassan Shadily, 
sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia 
sebagai anggota golongan atau masyarakatnya (tidak sebagai 
individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya). 
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Pitirin Sorokin (dalam Soerjono Soekanto, 2003: 19), 
mengemukakan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari : 
1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-
gejala sosial (misalnya: antara gejala ekonomi dan agama, 
keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat 
dengan politik, dan lain sebagainya); 
2. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial 
dengan gejala nonsosial (misalnya: gejala geografis, biologis dan 
sebagainya); 
3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 
Rouck dan Warren (dalam Soerjono Soekanto, 2003: 19) 
mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 
hubungan antara manusia dalam kelompok. 
Selo Soermardjan dan Soeleman Soemardi (dalam Soerjono 
Soekanto, 2003:20) mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu 
masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-
proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Dimana Struktur 
sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang 
pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-
lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. 
Proses sosial adalah pengaruh timbal balik anatara segi kehidupan 
bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan 
hukum dengan segi kehidupan ekonomi. 
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B. Karakteristik Sosiologi Hukum dan Obyek Kajian Sosiologi 
Hukum 
a. Karakteristik Sosiologi Hukum 
  Menurut Satjipto Rahardjo (2000: 310-311), Sosiologi hukum 
adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya di 
dalam masyarakat dalam memberikan deskripsi, pengungkapan 
(revealing), dan penjelasan. Berikut beberapa karakteristik studi 
hukum sacara sosiologis tersebut : 
1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktik itu dibeda-
bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan 
pengadilan. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan 
mengapa praktek demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-
faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. 
Max Weber menamakan cara pendekatan yang sedemikian itu 
sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara 
menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku 
orang dalam bidang hukum. Dimana oleh Weber, tingkah laku ini 
mempunyai dua segi, yaitu „‟luar‟‟ dan „‟dalam‟‟. Dengan 
demikian, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku 
yang tampak dari luar saja ,melainkan juga memperoleh 
penjelasan yang bersifat  internal, yaitu yang meliputi motif-motif 
tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak  membedakan 
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antar tingkah laku yang sesuai hukum dan yang menyimpang. 
Kedua-duanya  sama-sama merupakan objek pengamatan dan 
penyelidikan ilmu ini. 
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesasihan empiris 
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, 
sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/ 
atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum, sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. 
Sehingga, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian 
melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan 
bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena 
hukum yang nyata (dalam Satjipto Raharjdo, 2000:326). 
4. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat dan 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi perkembangan hukum- bagaimana pengaruh 
perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum 
mempengaruhi hidup masyarakat. 
  Berikut pendapat beberapa ahli secara khusus mengenai 
karakteristik kajian sosiologi hukum : 
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   Menurut Vilhelm Aubert, Sosiologi hukum dipandang sebagai 
suatu cabang ilmu sosiologi umum serupa dengan sosiologi 
keluarga. Sosiologi industri, atau sosiologi kedokteran, 
perbedaannnya tentu saja karena sosiologi hukum obyek kajiannya 
adalah hukum. 
  Menurut Roscoe Pound (dalam Achmad Ali, 1998:14) bahwa 
karakteristik dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah : 
1.  Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari pranata hukum 
maupun doktrin hokum; 
2. Kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan kajian 
hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. 
Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar 
terbaik bagi cara pembuatan hukum, tetapi tidak cukup hanya 
membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang 
merupakan hal terpenting adalah studi tentang pengoperasian 
kemasyarakatan pada undang-undang tersebut serta berbagai 
efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut; 
3. Titik berat berikutnya yang menjadi perhatian Pound adalah 
bahwa kajian para sosiolog hukum itu ditujukan untuk bagaimana 
membuat aturan hukum menjadi lebih efektif; 
4. Kemudian dari pada itu, bagi Pound yang juga penting adalah 
bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat 
dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin 
16 
hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana 
memprodukkan mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita 
bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-kondisi 
sosial, ekonomi, dan psikologi; 
5. Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog 
hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau 
patut (equitable application of law), yaitu memahami aturan hukum 
sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim 
menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberikan 
kebebasan untuk memutuskan setiap kasus yang dihadapkan 
kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara 
kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum 
dari  masyarakat pada umumnya; 
6. Sehingga pada akhirnya, Pound menitikberatkan pada usaha 
untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan hukum. 
  Alan Hunt membagi “The Sociological Movement in Law” ke 
dalam dua fase. Dalam fase pertama, ia membahas karakteristik dan 
hubungan satu sama lain antara tiga gerakan sosiologis dalam 
hukum, yaitu: 
1. A sociology of law, pelopornya antara lain Emile Dukheim dan 
Max Weber; 
2. American Legal Realism, pelopornya antara lain Oliver Wender 
Holmes, Benjamin N Cardozo, dan Karl Llewellyn; 
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3. A Sociological Jurisprudence,  pelopornya antara lain Eugene 
Ehrlich dan Roscoe Pound. 
 Fase berikutnya dinamakan oleh Alan Hunt sebagai “A 
Modem Sociology of Law”, pelopornya antara lain Donald Black, 
Charles Sampford, Roger Cotterel, dan Gerald Turkel. Pada fase 
ini menunjukkan kesinambungan yang sangat signifikan bukan 
hanya pada ilmu hukum yang bersifat sosiologis tapi juga pada 
ilmu hukum yang bersifat normatif. 
 
b. Objek Kajian Sosiologi Hukum    
   Pendekatan sosiologis juga mengenai studi tentang 
hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. 
Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel (dalam 
Achmad Ali, 1998: 34) adalah : 
1. Pengaruh hukum terhadap perilaku social; 
2. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat dalam “the 
social world” mereka; 
3. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-
institusi hukum; 
4. Bagaimana hukum dibuat, dan ; 
5. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
  Schuyt mengemukakan pokok-pokok bahasan sosiologi 
hukum, yang mencakup empat pokok bahasan : 
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1. Sistem-sistem hukum; 
2. Organisasi sosial dari hukum; 
3. Warga negara dalam hukum; 
4. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum 
 Soetandyo Wignjosoebroto (dalam Achmad Ali, 1998:18) 
mengemukakan bahwa : 
 “….. ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua bidang 
spesialisasi ini. di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti 
sebagai suatu skin-in-system (studi mengenai law in books) 
sedangkan di pihak lain hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai 
skin-out-system (studi mengenai law in actions). Di dalam studi ini, 
hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu institusi sosial yang 
secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain”.  
    
   Secara garis besar, dapat diketahui objek utama dari kajian 
sosiologi hukum sebagai berikut (dalam Achmad Ali, 1998:19) : 
a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black 
(1976:2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah 
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum 
dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh 
pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap 
perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar 
keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum 
mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial 
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dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh 
pemerintah melalui alat negara). 
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu 
suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat 
sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai 
kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup 
kaidah hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial 
lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya 
sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu 
proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga 
memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif. 
c.  Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek bahasan sosiologi hukum bukanlah 
stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen 
dengan grundnorm teorinya, melainkan startifikasi yang dapat 
ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini 
dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu 
terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. 
d.  Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
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perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. 
 
C. Penjatuhan Sanksi/  Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan 
a. Jenis-jenis Pidana 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana 
Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu : 
1. Pidana Pokok 
a) Pidana mati 
b) Pidana penjara 
c) Kurungan 
d) Denda 
2. Pidana Tambahan 
a) Pencabutan  hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman Putusan hakim 
  Jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang 
akan dipaparkan tentang jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai  
berikut : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
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  Di dalam negara Indonesia delik yang diancam 
dengan pidana mati semakin banyak. Di dalam KUHP sudah 
menjadi Sembilan buah, yaitu : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 
ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal  124, Pasal 140 ayat (3), 
Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2), 
dan Pasal 479 ayat (2) KUHP. 
  Pidana mati tercantum di dalam Pasal 36 jo.  Pasal 8 
huruf a, b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo.  Pasal 9 a, b, c, d, e 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 
15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau 
pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya 
tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap 
delik tersebut di atas (Pasal 6, 9, 10, dan 14). 
  Di dalam semua peraturan Perundang-undangan 
yang telah disebutkan di  atas, pidana mati itu selalu telah 
diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok 
lainnya, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur 
hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun. 
b. Pidana Penjara 
  Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu 
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bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa 
pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman kolonial 
dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak 
istimewa Gubernur Jenderal (exorbitante), pidana penjara 
bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai 
penjara seumur hidup. Pada umumnya pidana penjara 
maksimum ialah lima  belas tahun. 
c. Pidana Kurungan 
  Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) 
tujuan, yaitu : 
1. Sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa 
dan beberapa delik dollus, seperti perkelahian satu lawan 
satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 
KUHP).  
2. Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 
  Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan  
dibandingkan dengan penjara. Lebih tegas lagi hal ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat 
ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 
10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan 
ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang 
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seperti dikemukakan di atas, pidana  kurungan diancamkan 
kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa 
dan pelanggaran. 
  Perbedaan lain dengan pidana penjara ialah bahwa 
dalam hal  pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak 
dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam 
pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Perbedaan 
lainnya ialah pekerjaan yang dibebankan kepada pidana 
kurungan lebih ringan dibanding pidana penjara (Pasal 19 
ayat (2) KUHP). Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan 
pidana kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila 
ada keramaian serta datangnya tamu-tamu asing. 
d. Pidana Denda  
  Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan 
terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 
kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan 
satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang asing 
selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap 
terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang 
ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada 
delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana 
penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik 
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yang menimbulkan kerugian orang lain. Perbedaannya ialah 
denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau 
masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang 
pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara 
pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak 
dibayar. 
  Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu 
perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana 
denda delik tidak dijatuhkan walaupun terpidana telah 
membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. 
  Dalam undang-undang tidak ditentukan minimum 
khusus besarnya denda yang harus dibayar. Ketentuan yang 
ada ialah minimum umum yang semula dua lima sen, 
kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 18 (Prp) 
Tahun 1960 (LN 1960 No. 52)  menjadi lima belas kali lipat. 
  Lamanya pidana kurungan pengganti denda 
ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim 
minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 
30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi 
delapan bulan dalam hal gabungan (concursus), residive, dan 
delik jabatan menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) 
KUHP). Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa 
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yang mengeksekusi, dimulai  dengan waktu dua bulan dan 
dapat diperpanjang menjadi satu tahun.  
2. Pidana Tambahan 
  Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat 
menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri 
sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif 
dapat dijatuhhkan tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu 
dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 
250 bis 261 dan Pasal 275 KUHP. 
  Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia 
bersifat sangat khusus sehingga  sering bersifat pidananya 
hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan 
pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. Adapun yang 
termasuk  pidana tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman  putusan 
hakim. 
b. Tujuan Pemidanaan 
  Van Bemmelen berpendapat dan berpikir lebih maju dalam 
mengungkapkan tujuan pemidanaan, yakni dengan tidak melihat 
pidana itu semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat 
pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan 
beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pidana atau 
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pemidanaan itu antara lain dengan tujuan yang ingin dicapai orang 
dengan lembaga-lembaga tersebut. 
 Muladi memaparkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk 
menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi 
struktur (structural synchronization), sinkronisasi substansial 
kultural (cultural synchronization). 
 Wirjono Projodikoro (dalam Wirdjono Prodjodikoro, 1981:41), 
tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 
preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah 
melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special preventif), atau 
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
 Pakar hukum P. A. F. Lamintang (1997:23) 
mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran, yaitu: 
1. Memperbaiki pribadi penjahat 
2. Membuat orang menjadi jera 
3. Membuat penjahat tidak berdaya melakukan kejahatan.   
 Berikut uraian beberapa teori tujuan pemidanaan, yakni 
sebagai berikut : 
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1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
  Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.Teori ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu pidana 
ialah pembalasan (revegen). 
  Kant menyatakan bahwa dasar pembenaran dari 
suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut kategorischen 
imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum 
itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga 
setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-
mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan. 
Dengan demikian jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan 
etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang 
sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang 
jahat menjadi baik. 
  Beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan 
tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Pertimbangan dari sudut keTuhanan 
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Pandangan berdasarkan sudut keTuhanan ini dianut oleh 
Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet, menyatakan 
bahwa pemerintah negara harus menjatuhkan dan 
menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggar atas 
peradilan keTuhanan itu. Pidana merupakan suatu 
penjelmaan di dunia dari keadilan Tuhan. 
b. Pandangan dari sudut etika 
Pandangan ini berasal Emmanuel Kant, menyatakan bahwa 
menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu 
pidana. Menjatuhkan pidana yaitu sebagai sesuatu yang 
dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. 
Pemerintah negara mempunyai hak menjatuhkan dan 
menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan 
yang dituntut oleh etika tersebut. 
  Dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya 
hukuman tidak lain karena kejahatan itu sendiri. Adapun akibat 
yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut bukanlah 
merupakan tujuan pemidanaan. Tujuan sesungguhnya ialah 
menekankan pada suasana penjara atau penderitaan. 
2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
  Dasar pemikiran teori relatif ini agar suatu kejahatan 
dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai 
tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau 
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membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses 
pembinaan sikap mental. 
  Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada 
dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan  tata tertib 
(hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib 
(hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib 
itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah 
timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib 
masyarakat tetap terpelihara. Maka ditinjau dari sudut 
pertahanan masyarakat  itu, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu diadakan (noodzakelijk). 
  Pidana mempunyai tiga macam sifat untuk mencapai 
tujuan ketertiban masyarakat tadi, yakni : 
a. Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking) 
b. Bersifat memperbaiki (verbetering/ recalasering) 
c. Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken) 
3. Teori Gabungan/ Modern (Vereningings Theorien) 
  Teori gabungan adalah kombinasi teori absolut dan 
teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting 
adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Teori ini 
diperkenalkan oleh pakar-pakar hukum yakni Prins, Van 
Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut : 
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a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana 
harus memperhatikan hasil studi antropologis dan 
sosiologis. 
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
Pidana bukanlah satu-satunya sarana oleh karena itu 
pidana tidak boleh digunakan tersendir, akan tetapi harus 
digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya 
sosialnya. 
  Namun, Dari pandangan atau pendapat para pakar-pakar 
hukum tersebut dengan apa yang terjadi dalam masyarakat sangat 
jauh berbeda. Dimana instrumen pidana tidak dapat memberikan 
fungsi prevensi apapun bagi yang melakukan tindak pidana atau 
kejahatan. 
  Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusan 
tentang tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru 
tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
1972  sebagai berikut : 
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara  dan penduduk. 
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b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi 
anggota masyarakat yang berguna. 
c. Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana 
 Karena adanya pandangan yang berbeda dari konsep  di 
atas, maka konsep di atas mendapat perubahan-perubahan yang 
tercantum dalam RUU KUHP tahun 1982/1983 dalam Pasal 3 ayat 
(1), Adam Chazawi  (dalam Adam Chazawi, 2001:154) menyatakan 
bahwa tujuan pidana dan pemidanaan adalah : 
1. Pemidanaan bertujuan untuk : 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menekankan norma hukum dengan pengayoman 
masyarakat. 
b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan 
demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta 
mampu hidup bermasyarakat. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana memulihkan kesinambungan dan mendatangkan 
rasa damai dalam masyarakat. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
 Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut di atas 
nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang 
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hendak dicapai dari pidana dan pemidanaan di Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 
 Maka jelaslah, bahwa tujuan utama pemidanaan adalah agar 
si pelaku terbebas dari kenyataan sosial yang membelenggu. 
 P. A. F Lamintang menyatakan  bahwa “pada dasarnya 
terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai 
dengan suatu tujuan pemidanaan, yaitu : 
 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri 
 2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan 
 3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
 
D. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam bahasa belanda, tindak pidana disebut Straafbaar 
Feit atau kadang-kadang disebut sebagai Delict. Di dalam KUHP tidak 
memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan Straafbaar 
Feit tersebut. 
Jadi istilah Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam 
bahasa asing disebut Delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
33 
Diantara para pakar dibidang hukum, masih terdapat 
perbedaan mengenai Straafbaar Feit, antara lain : 
1. Moeljatno mengartikan straafbaar feit sebagai berikut : 
Straafbaar Feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan. 
2. Jonkers Straafbaar Feit adalah sebagai peristiwa pidana 
yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan”. 
3. Simons mengartikan Straafbaar Feit adalah suatu tindakan 
yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang 
yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. 
4. Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan 
sudah mempunyai penilaian sosial (sosiologoche gelding). 
 Suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai 
perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus 
mempunyai unur-unsur tindak pidana. Pertanyaan tentang 
unsur-unsur tindak pidana yang harus disebut sebagai tindak 
pidana mempunyai arti penting dalam hukum acara pidana 
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yaitu guna syarat penuntutan dan yang bersangkut paut 
dengan itu. Maka pengertian tindak pidana harus dianggap 
sebagai perbuatan sebagaimana yang harus dituduhkan dan 
dibuktikan. 
E. Unsur-unsur Tindak Pidana. 
1.  Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik). 
Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), artinya perbuatan 
tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-
undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak 
memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam 
suatu Undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah 
perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana. 
 
2.   Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk). 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (Wederre chtelijk), yaitu : 
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum” bukan hanya terkait dengan 
hak orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup 
hukum Perdata atau hukum Administrasi Negara.  
2. Menurut Simon melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain” (hukum subjektif). 
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3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya ”tanpa 
wewenang atau tanpa Hak”.  
Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 
4 macam, yakni: 
1. Sifat melawan hukum umum Ini diartikan sebagai syarat 
umum untuk dapat di pidana yang tersebut dalam rumusan 
pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah 
kelakuan yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dapat dicela. 
2. Sifat melawan hukum khusus ada kalanya kata “bersifat 
melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan 
delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis 
untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi 
bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan “sifat melawan 
hukum khusus” juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 
3. Sifat melawan hukum Formil (Formale Wederrechtelijk). 
Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum 
adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, 
kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
4. Sifat melawan hukum materil (Materiele Wederrechtelijk. 
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Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang (hukum yang tertulis) bersifat 
melawan hukum, tetapi juga meliputi hukum yang tidak 
tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang 
berlaku di masyarakat. 
 
3. Tidak Ada Alasan Pembenar. 
1. Daya Paksa Absolut. 
Daya paksa (overmacht) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. 
Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana 
seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan 
keadaan yang memaksa. 
2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP. 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama 
usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai 
oleh Belanda ialah noodweer ‟tidak terdapat dalam rumusan 
undang-undang. 
Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: 
“tidak dipandang barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” 
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Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP. 
Pasal 50 KUHP menyatakan (Terjemahan): 
“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana”. 
 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi meliputi 
ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, 
dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar 
Undang-undang. Yang melakukan perbuatan  itu merupakan 
kewajibannya. 
Oleh karena itu undang-undang itu menyatakan”dalam 
melaksanakan suatu ketentuan”. Menjalankan Perintah Jabatan 
yang Sah Pasal 51 ayat (1) KUHP: 
 
Pasal 51 ayat (1)  KUHP menyatakan: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak di 
pidana”. 
 
Adapun Doktrin terkait  unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
a. Unsur subyektif. 
1. Kesengajaan atau kelalaian  
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
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3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lalin-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur Obyektif. 
1. Sifat melawan hukum  
2. Kualitas dari para pelaku, seorang pegawai sipil melakukan 
kejahatan yang diatur menurut  Pasal 415 KUHP 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
F. Jenis-jenis Tindak Pidana. 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II  ada Pelanggaran (Overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materili (Materieel  
Delicten). 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (Doleus Delicten) dan tindak pidana tidak  
dengan sengaja (Culpose Delicten). 
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4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif 
diseut juga tindak pidana omisi (Delicta Omissionis). 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat di 
bedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus; 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan anatara 
tindak pidana Communia (Delicta Communia), yang dapat 
dilakukan hanya oleh siapa saja), dan tindak pidana Propria 
(dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi 
tertentu. 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (Geone Delicten) 
dan tindak pidana aduan (Klacht Delicten). 
9. Berdasarkan berat ringannya tindak pidana bentuk pokok 
(Eenvoudige Delcten) tindak pidana yang diperberat 
(Gequalificeerde Delicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(Gepriviligieerde Delicten); 
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10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan 
lain sebagainya; 
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (Enkelvoudge Delicten) 
dan tindak pidana berangkai (Samengestelde Delicten);  
 
G. Tindak Pidana Penggelapan 
a. Pengertian penggelapan 
Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan 
(verduistering), terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Di samping 
penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan 
tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 
415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan 
kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi 
oleh UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana 
penggelapan dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 1999, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, 
melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).  
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b. Jenis dan unsur-unsur tindak pidana Penggelapan  
1. Penggelapan dalam Bentuk Pokok  
 Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam 
pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:  
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang 
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam 
karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 
atau denda paling banyak Rp 900,00.” 
Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. 
Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu 
menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. 
Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan 
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda 
diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata 
yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang 
atau gelap. 
 Unsur - Unsur Objektif tindak Pidana Penggelapan : 
1. Perbuatan memiliki. Kata memiliki, menganggap sebagai milik, 
atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku 
sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-
1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht 
toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi 
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sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan 
mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian 
di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan 
itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya 
dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal 
memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai 
maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada 
penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah 
laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau 
dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari 
unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur 
kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, 
memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau 
perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam 
pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur 
memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur 
kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada 
penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur 
objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk 
mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk 
menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan 
memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, 
menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur 
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maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan 
mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda 
tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan 
penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum 
penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka 
menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya 
penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki. 
2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Dimuka telah 
dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 
diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurian adalah 
benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan 
praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan 
pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah 
menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik 
juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan 
benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain 
dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan 
memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya 
sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat 
dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian 
benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu 
hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang 
sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan 
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terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung 
tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya 
terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak 
mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-
benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti 
menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun 
menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat 
rumah (sertifikat tanah ), menggelapkan tabung gas.  
3. Sebagian atau seluruhnya miik orang lain. Benda yang tidak ada 
pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak 
miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu 
badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang 
tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik 
orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu 
dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain 
yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek 
penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah 
korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan 
petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas 
menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak 
disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang 
itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan 
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sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya 
kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.  
4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di 
sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan 
kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam 
kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam 
kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda 
terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan 
melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat 
segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus 
melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat 
melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, 
menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan 
perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana 
merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara 
langsung).  
Unsur-unsur Subjektif 
1. Dengan sengaja, ialah pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, ini berarti bahwa: 
a. Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku bahwa 
perbuatannya melawan hukum. 
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b. Barang, barang diketahui oleh pelaku bahwa perbuatannya 
ditujukan pada barang. 
c. Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh 
pelaku. 
d. Dikuasai bukan karena kejahatan pun, harus diketahui. Bukan 
karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari. 
2. Melawan hukum 
Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki 
itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak 
melakukan perbuatan mengambil benda. Ia sudah mengetahui dan 
sadar telah memiliki benda orang lain (dengan cara dengan demikian) 
itu adalah bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan perbuatan 
memiliki itu tanpa hak dan  kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk 
melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemiliknya. 
 
2. Penggelapan berat 
Penggelapan berat diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. 
Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, 
didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada 
orang yang menguasai benda yang digelapkan. 
Pasal 374 KUHP menyatakan : 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena 
47 
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun‟‟. 
 
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut (dalam Adami Chazawi, 2001:85) : 
a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372) 
b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda 
dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : 
1) Karena adanya hubungan kerja  
2) Karena mata pencaharian  
3) Karena mendapatkan upah untuk itu 
Ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri; apabila 
pegawai negeri itu menggelapkan uang atau surat berharga yang 
disimpan karena jabatannya, ia dikenai Pasal 415 KUHP; juga jika 
menggelapkan barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk 
kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar 
yang disimpan karena jabatannya, dikenakan pasal 417 KUHP. 
Pasal 375 KUHP menyatakan : 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 
terpaksa diberi benda untuk disimpan atau dilakukan oleh 
wali, pengampu, kuasa, atau pelaksana tugas wasiat, 
pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap suatu benda 
yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun”. 
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3. Penggelapan ringan 
Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam 
pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya 
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. 
 
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga 
Jenis Penggelapan ini diatur dalam ketentuan pasal 376 
KUHP dan pada intinya memberlakukan ketentuan pasal 367 KUHP 
tentang pencurian di dalam keluarga) ke dalam tindak pidana 
penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau 
pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. 
Penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau 
hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban 
penggelapan mengajukan laporannnya kepada pihak berwenang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian 
Penyusunan Skripsi akan didahului dengan suatu penelitian awal 
penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 
menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Lembaga Permasyarakatan kelas I Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya 
mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui 
wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan 
dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari 
dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil 
penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas seperti terdakwa, hakim dan jaksa yang 
menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul 
skripsi). 
b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
 
A. Teknik Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejalan data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal 
ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran umum kasus yang diteliti 
Pada waktu dalam bulan April dan bulan Mei dalam tahun 2012, 
bertempat di Kantor PT. Hadji Kalla sub Cabang Gowa jalan Poros 
Pallanga No. 11 Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallanga, Kabupaten 
gowa, terdakwa IDHAM HAMID bin ABDUL HAMID LALO selaku 
Karyawan Koperasi Hadji Kalla dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 
077/OS-SDM/SPT/KOPKAR-HKG/V/2011 yang bekerja selaku 
Karyawan Cleaning Service, namun kemudian ditunjuk oleh Saksi 
GUNAWAN SUPHIAN (Kepala Sub Cabang PT. Hadji Kalla Kab. 
Gowa) untuk mengurusi penerbitan STNK mobil baru yang mana 
terdakwa beberapa kali menerima faktur dan uang milik PT. Hadji 
Kalla Kabupaten Gowa dari saksi MUHAMMAD YUSUF (Bendahara 
sub Cabang Gowa PT. Hadji Kalla). 
Total faktur kendaraan yang diterima terdakwa untuk dilakukan 
pengurusan STNK baru adalah 18 (delapan belas) faktur dan uang 
untuk pengurusan faktur teresebut sebesar Rp. 383.937.000,- (tiga 
ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu 
rupiah), dan saat terdakwa menerima faktur dan uang, terdakwa 
berjanji akan menyelesaikan faktur tersebut dalam jangka waktu 2 
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(dua) minggu, namun sampai saat terdakwa diproses di penyidik, 
terdakwa tidak dapat mengurus STNK baru tersebut karena uang 
yang diserahkan untuk pengurusan STNK tersebut telah digunakan 
terdakwa untuk berfoya-foya atau untuk keperluan sendiri. 
Dalam perkara ini, terdakwa telah diajukan di persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu; 
Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, 
atau; 
Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, 
atau; 
Ketiga : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka 
terlebih dahulu Majelis mempelajari seluruh dakwaan dan menentukan 
dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan 
terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
di Persidangan.  
            Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan 
keterangan saksi-saksi beserta barang bukti berupa: 8 (delapan) 
lembar bukti uang keluar (BUK) tanda terima uang oleh terdakwa 
IDHAM HAMID Bin ABD. HAMID LALO dari bendahara MUHAMMAD 
YUSUF untuk biaya pengurusan STNK mobil baru, maka berikut amar 
putusan oleh Majelis Hakim yakni Hj. ANDI NURMAWATI, SH sebagai 
Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh YOGA D.A. NUGROHO, SH, 
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MH, dan FIFIYANTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada 
hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, adalah sebagai berikut : 
MENGADILI: 
1. Menyatakan terdakwa IDHAM HAMID Bin. ABD. HAMID LALLO 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang diakukan secara 
berlanjut”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDHAM HAMID bin ABD. 
HAMID LALO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar bukti uang 
keluar (BUK) tanda terima uang oleh terdakwa IDHAM HAMID Bin 
ABD. HAMID LALO dari bendahara MUHAMMAD YUSUF untuk 
biaya pengurusan STNK mobil baru; 
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 
(dua ribu lima ratus rupiah). 
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B. Faktor-faktor nonhukum yang mendorong terjadinya tindak 
pidana penggelapan 
       Berdasarkan penelitian yang penulis rangkum dari wawancara 
narasumber maupun dari berkas perkara yang dijadikan sebagai objek 
penelitian, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor nonhukum 
yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan, 
yaitu: 
1.   Faktor Ekonomi 
Dari keterangan terdakwa yang salah satu pada pokoknya 
menerangkan bahwa gaji terdakwa selaku karyawan Cleaning 
Service PT. H. Kalla sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu 
rupiah) per bulan; selanjutnya terdakwa menambahkan bahwa 
nilai gaji terdakwa tersebut tidak cukup untuk hidup 1 (satu) bulan. 
Dari keterangan terdakwa jelas bahwa secara materi kebutuhan 
financial atau perekonomiannya tidak terpenuhi dalam jangka 1 
(bulan) untuk mengatur pengeluarannya. Faktor perekonomian 
seringkali menjadi faktor utama penyebab terjadinya kejahatan 
seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Apalagi jika kita 
mengingat standar upah minimum yang diterapkan oleh 
Pemerintah bagi pegawai swasta yang berprofesi seperti 
karyawan cleaning service tidak cukup untuk biaya kehidupan 
mereka selama sebulan. 
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2.   Faktor Pergaulan 
Dalam keterangan terdakwa, juga menerangkan bahwa uang yang 
dipercayakan kepadanya dari bendahara perusahaan dan juga 
ditandatangani kwitansinya bersama-sama dengan Kepala Sub. 
Cabang untuk pengurusan STNK kendaraan baru, digunakan 
secara pribadi untuk berfoya-foya di Makassar dan menginap di 
hotel serta merental mobil selama 3 (tiga) bulan juga dipakai untuk 
main judi bola (taruhan).  
Meninjau keterangan terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
terdakwa memiliki lingkungan yang dimana teman-temannya 
adalah orang-orang yang suka berfoya-foya dan berjudi, sehingga 
sadar tidak sadar mempengaruhi tingkah laku si terdakwa yang 
mengarah kepada tindak kejahatan penggelapan, tanpa 
mengingat tujuan utama digunakannya uang tersebut untuk 
kepentingan Perusahaan tempat ia menjalin hubungan kerja 
dengan atasannya dan bukan untuk kepentingan pribadinya. 
3. Faktor Pendidikan 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. 
Pada umumnya, ukuran untuk mengetahui seberapa maju suatu 
Negara dapat diketahui dari kualitas sistem pendidikannya. Faktor 
pendidikan berpengaruh juga terhadap tingkat ketaatan 
masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan profesi terdakwa 
selaku karyawan cleaning service dapat diduga bahwa terdakwa 
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memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dalam kasus 
penggelapan yang dilakukan, terdakwa tidak memiliki 
pertimbangan yang baik dengan kata lain tidak berpikir lebih jauh 
ke depan akan dampak dan resiko dari perbuatan yang 
dilakukannya dengan menggunakan uang perusahaan yang 
dipercayakan kepadanya untuk mengurus STNK tapi sebaliknya 
digunakan untuk berfoya-foya. 
4.   Faktor Internal 
Faktor internal yang dimaksud ialah moralitas terdakwa yang 
besar kemungkinan tidak benar-benar mengenali nilai-nilai sosial 
dalam masyarakat jika meminjam barang orang lain harus 
dikembalikan tepat pada waktunya pada waktu orang lain yang 
meminjamkan barang sudah memerlukannya. Hal ini biasanya 
disebabkan oleh penanaman nilai-nilai atau pandangan dalam 
keluarga mengenai hal-hal yang merugikan orang lain tidak 
tertanam dengan baik dalam lingkungan dimana terdakwa 
bertumbuh hingga menjadi dewasa. 
 
C. Faktor yang menjadi pertimbangkan Hakim dalam  memutus 
perkara Putusan Nomor: 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG. 
Seberapa jauh putusan pengadilan dapat mempengaruhi 
efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, merupakan persoalan yang 
cukup penting dibahas dari optik empiris. 
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Menurut Achmad Ali (dalam Achmad Ali 2012:204-205), 
Hakim adalah sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah 
membuat hukum (judge made law) yaitu Putusannya. Dengan kata 
lain Putusan hakim adalah hukum dan hakim bukanlah sekedar 
“terompet undang-undang”. Tapi tentu saja ada perbedaan antara 
hukum yang diproduk oleh legislatif dalam wujud undang-undang 
dengan hukum yang dibuat oleh hakim. Hukum dalam wujud undang-
undang mengikat secara umum sedangan putusan hakim hanya 
mengikat pihak-pihak tertentu saja. 
Olehnya itu Satjipto Rahardjo (2000:55-69) mengemukakan : 
“Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-
pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu 
di dalam menjalankan peranannya itu ia merupakan: 
1. Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat,  
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi), 
3. Sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu. 
 
Putusan hakim tidak dapat dinilai dari sudut yuridis-
formalnya saja, melainkan harus dilihat sebagai sesuatu yang 
tidak otonom, dan berdasarkan pada berbagai faktor nonhukum. 
 Berdasarkan studi kasus yang penulis jadikan sebagai objek 
penelitian mengenai tindak pidana penggelapan Putusan No. 
212/Pid.B/2012/PN. Sungg, Majelis Hakim menimbang setelah 
mempelajari seluruh dakwaan Penuntut Umum bahwa dakwaan 
yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap 
perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
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persidangan ialah dakwaan kedua Penuntut Umum yang 
dikonstruksikan dengan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHP yang mana perumusan deliknya mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1. Unsur “barangsiapa“; 
Unsur barangsiapa mengacu kepada orang sebagai subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat 
dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana 
pencegah error in persona. Terdakwa mengakui dan dan 
membenarkan, serta tidak keberatan bahwa identitas terdakwa 
sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah 
benar identitas dirinya, dan berdasarkan pemeriksaan 
persidangan terdakwa tiada alasan-alasan yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban hukum. Dengan 
demikian, menurut hemat Majelis Hakim unsur “barangsiapa” 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
2. Unsur  “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 
sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain”; 
a) Tentang “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa pelaku 
mengetahui dan sadar hingga ia dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
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b) Pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 
16 Oktober 1905 dan tanggal 26  Maret 1906 (dalam 
Putusan No. 212/Pid.B/2012/PN. Sungg) ialah pemegang 
barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik 
barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat 
padanya sebagai pemegang barang itu. 
c) Melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan 
perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. 
Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan 
perbuatan memiliki. 
3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena 
kejahatan”; 
Pelaku sudah harus  menguasai barang di mana barang 
tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku 
hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan 
karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki 
barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar 
kepercayaan yang diberikan kepada pemilik. 
Dalam kasus ini, terdakwa dipercayakan perusahaan untuk 
mengurus surat-surat dan dengan kata lain uang senilai total 
Rp. 383.900.000,- tersebut berada di tangan terdakwa bukan 
kejahatan, namun karena terdakwa diperintahkan untuk 
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mengurus  surat-surat STNK kendaraan baru, dengan 
demikian unsur ini pun terpenuhi secara sah menurut hukum. 
4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan 
pekerjaan atau karena mendapat upah untuk itu”; 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak 
melaksanakan kewajiban yang dibenarkan kepadanya selaku 
orang yang diberikan kepercayaan dan mendapat upah untuk 
itu guna mengurus surat-surat STNK kendaraan baru dari uang 
yang diterimanya dari bendahara; melainkan mempergunakan 
uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian 
unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi. 
5. Unsur “Jika  antara beberapa perbuatan, meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. 
Berdasarkan perincian waktu dan jumlah penerimaan uang 
yang diterima oleh terdakwa dalam tujuh kali penyerahan uang 
dari perusahan PT. Hadji Kalla sub. Cabang Gowa untuk 
pengurusan STNK Kendaraan baru dengan jumlah 18 
(delapan belas) faktur yang terdakwa tidak urus STNKnya ada 
15 unit mobil baru. 
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Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis 
penerapan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut; 
Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam 
peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang 
selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (Rechtzekerhelt), 
kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtighelt). Bagaimana 
hukumnya itulah yang harus berlaku. 
Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal 
yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Sehingga dalam penegakan 
hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi harus 
tetap mendapat perhatian secara proporsional seimbang. 
Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut diantaranya 
bahwa terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa tidak didampingi 
penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri. Dan setelah 
dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim, 
terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan 
keberatan atas dakwaan Penuntut Umum. Keterangan-keterangan saksi 
dan terdakwa yang dihadirkan membenarkan dan saling berkaitan sesuai 
dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa 
terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana 
“penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”. 
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Karena terbukti bersalah, maka terdakwa dijatuhi pidana yang 
dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Terdakwa sampai pada tuntutan pidana belum membayar atau 
mengganti uang milik PT. Hadji Kalla Sub. Cabang Gowa; 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa sopan dalam persidangan 
Dalam hal ini bersikap sopan dalam Persidangan adalah selalu 
bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata 
tertib dalam persidangan, bersikap tenangdan tertib dalam 
menjalani proses siding dan tidak berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan demi kelancaran persidangan. 
2. Mengakui perbuatannya 
Yang dimaksud mengakui perbuatannya adalah dia mengakui 
dengan terang tanpa paksaan dan tekanan dari pihakmanapun, 
bahwa ia melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. 
3. Menyesali Perbuatannya 
Indikator untuk menyesali perbuatannya biasanya dilihat dari bahsa 
tubuh waktu pertama kali ia menyatakan pernyataan menyesal dan 
berjanji tidak akan mengukangi perbuatannya untuk kedua kalinya, 
serta dia berani menanggung apapun resiko dari perbuatannya 
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tersebut , yakni siap untuk dihukum dan dimintai pertanggung 
jawaban atas perbuatannya. Biasanya rasa penyesalan ini disertai 
dengan rasa maluatas perbuatannya serta diikuti dengan 
perubahan tingkah laku yang dapat dilihat sebelum dan sesudah ia 
menyatakan menyesali perbuatannya. 
4. Terdakwa belum pernah dihukum 
Dalam hal ini terdakwa belum pernah dihukum maksudnya adalah 
terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara 
ini atau dimana terdakwa tidak melakukan pengulangan tindak 
pidana (recidive) yang bisa menjadi salah satu alasan pemberatan 
penjatuhan pidana. Dalam hal ini, terdakwa baru sekali melakukan 
tindak pidana  dan diharapkan masih bisa berubah lebih baik di 
kemudian hari, karena tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk 
balas dendam namun sebagai upaya untuk membina dan 
memasyarakatkan terpidana apabila kelak kembali ke lingkungan 
bermasyarakat secara umum. 
 Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim 
terkait pengambilan Putusan atas perkara Nomor: 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG., yang dengan hormat disebutkan namanya 
bapak Yoga D.A. Nugroho SH, MH sebagai narasumber penelitian 
memaparkan suatu istilah yaitu “Restorative Justice”, dimana 
disampaikan oleh Hakim Yoga harapan sebagian besar Majelis Hakim 
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agar terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kejahatan 
dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.  
Berikut ketertarikan penulis untuk menjelaskan lebih dalam 
mengenai Restorative Justice. Restorative justice mengandung pengertian 
yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang 
ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap 
korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di 
luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan 
hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut 
dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan 
kesepakatan diantara para pihak". Restorative Justice pada prinsipnya 
merupakan suatu falsafah (pedoman dasar)  dalam proses perdamaian di 
luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah 
dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang 
terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana 
(keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari 
solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice 
dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan 
yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar 
proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban 
(keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana 
tersebut. 
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Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya 
restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki 
makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara 
pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas 
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat 
menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi 
kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, 
perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan 
lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan 
konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam 
pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban 
tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan 
mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar 
pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan 
eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum 
yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari 
masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara 
pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) 
tanpa melihat adanya restorative justice yang telah dilakukan dan 
disepakati . 
       Sudah saatnya falsafah Restorative Justice menjadi pertimbangan 
dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam 
Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya 
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untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar penitik beratan pada kondisi 
terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa 
harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam 
penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan 
(hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi 
mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya 
terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja 
mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan 
Restorative Justice. 
Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan 
oleh Toni Marshal dalam tulisannya “Restorative Justice an Overview”, 
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a 
Vision For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci 
dari restorative justice yaitu : 
1. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; 
2. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau 
kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; 
3. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung 
dari pelaku secara utuh; 
4. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga 
masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal; 
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5. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat 
agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 
Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat 
yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide restorative justice 
karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke 
arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga 
pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu 
misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan 
kembali hubungan narapidana dan korban.  
Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan 
pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. 
Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah 
penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai 
konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh 
mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, 
pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).  
Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga 
narapidana, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau 
menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. 
Sebaliknya, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-
pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan 
pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian 
yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah 
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pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan 
atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah 
pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan 
masyarakat pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu 
masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, 
korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah 
menyatakan penyesalannya.  
Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi 
(kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses 
peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara 
musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal 
baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita 
sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak 
membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, 
semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan 
untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.  
Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan 
berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan 
stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia 
normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak 
mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, 
rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak 
menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, 
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korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat 
dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku 
kejahatan dalam masyarakat.  
Penerapan Restorative Justice juga terlihat dari Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana Sistem 
Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga 
binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Terkait dengan Restorative justice yang telah dikemukakan dan 
kasus Penggelapan yang penulis angkat,  Penerapan hukum oleh Hakim 
terhadap kasus ini sesuai, karena sanksi yang dijatuhkan dalam putusan 
No: 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 
(1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang 
dilakukan secara berlanjut sudah sesuai, sebagaimana dakwaan alternatif 
sebelumnya yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan 
dengan baik oleh Majelis Hakim guna tercapainya keadilan antara pelaku 
dan korban mengenai ganti rugi yang tidak tercapai, oleh karena pelaku 
tidak sanggup mengembalikan uang Perusahaan PT. H. Kalla secara 
kekeluargaan (melalui upaya restorative justice), yang dimana menurut 
keterangannya, terdakwa telah berupaya mengembalikan uang dengan 
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cara menjaminkan sertifikat tanah di dekat Bili-bili Kab. Gowa namun 
sampai pada tuntutan pidana terdakwa belum membayar atau mengganti 
uang milik PT. Hadji Kalla sub. Cabang Gowa sehingga pada amar 
putusan terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam 
jabatan yang dilakukan secara berlanjut” dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahkan keterangan 
terdakwa sendiri juga berdasarkan barang bukti yang ada. Terdakwa juga 
ditetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima 
ratus rupiah).  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berkesimpulan 
bahwa: 
1.   Faktor-faktor nonhukum yang menyebabkan terdakwa melakukan 
tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan No: 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, antara lain: 1) faktor eksternal yakni 
faktor ekonomi dan faktor pergaulan/ lingkungan terdakwa yang 
mempengaruhi tingkah lakunya sehingga dengan sadar terdakwa 
melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan 
uang Perusahaan tempat ia bekerja untuk kepentingan pribadinya 
tanpa hak untuk berfoya-foya dan melakukan judi. 2) Faktor 
internal : yaitu moralitas dan pendidikan terdakwa yang tidak 
dibina dengan baik sejak kecil untuk benar-benar mengenal nilai-
nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. 
2.   Penerapan hukum oleh Hakim terhadap kasus ini sesuai karena 
sanksi yang dijatuhkan dalam putusan No: 
212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 
ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan 
yang dilakukan secara berlanjut sudah sesuai dengan hal-hal 
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yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman 
terdakwa, sebagaimana dakwaan alternatif sebelumnya yang 
diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan baik 
oleh Majelis Hakim guna tercapainya keadilan antara pelaku dan 
korban mengenai ganti rugi yang tidak tercapai oleh karena pelaku 
tidak sanggup mengembalikan uang Perusahaan PT. H. Kalla 
secara kekeluargaan (melalui upaya restorative justice) sampai 
pada tuntutan pidana. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Agar penanaman nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam 
masyarakat lebih disosialisasikan sejak dini pada generasi muda 
sehingga pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki 
kecakapan hukum mereka tidak terjebak di dalam tingkah laku yang 
menjerumuskan mereka ke dalam tindak pidana/ kejahatan karena 
minimnya didikan kepada generasi muda. 
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur delik, 
dan pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada 
keadaan terdakwa maupun kerugian korban, sehingga menimbulkan 
keyakinan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. 
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